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PERATURAN By
PATI
NléABUPATEN KUo‘G‘;DUS
MOR : 34 TAHUN 2006

TENTANG

UARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN

JA YANG BERSIFAT WAIIB KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007

BUPATI KUDUS

wa d .

gaelranja l;?:egrirl‘\ Egl;m ditetapkan dan diundangkannya Anggaran pendapatan dan
5006 APBD Kabu upaten Kudus tahun 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember
Undang-Undan Npaten Kudus 2007 yang dalam ketentuan pasal 181 'ayat (3)
pengambilan !?e otmor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah disebutkan
tentang APBD gl: usan DPRD untuk menyetujul Rancangan peraturan Daerah
Anggaran dilaksan|a?<‘:?1k;an selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun

ba}l?‘wa gllmka kelancaran pelaksanaan pembiayaan pada pemerintah daerah, maka
perlu melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja

yang bersifat wajib;

bahwg sesuai dengan Pasal 132 ayat (4) dan ayat (5) peraturan Menter! Dalam

N?gerl Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

dlset?utkan pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD untuk belanja yang
zers‘f?]‘ mengikat dan belanja yang bersifat wajib ditetapkan dalam peraturan kepala
aerah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf & huruf b dan
huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik

Indinesia Tahun 1950)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 %
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undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 , embangunan
nasional (Lembaran Neg tentang Sistem Perencanaan P

asibna! (Nee ran Negara Republik Indonesiag Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
rembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

undang-Undang Nomor 32 Tahy intahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahu: igg: 't\leon"t;r:glzgm?;';t;ahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana di’ubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undand (Lembaran

Negara Repubile Indariests 74 bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4545)% 2005 Nomor 108, Tam

undang-Undang Nomor 33 Tah i Keuangan antara
: un 2004 perimbangan ) .
pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dgeratﬂgﬁfbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 ; ia Nomor
i Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi2

Peraturan Pemerintah Nomor 20 inaan dan pengawasan
Tahun 2001 tentang Pembind ! .
atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negard Republik Indonesia

ngg? 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ng Kedudukan Protokoler dan
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Pleger®
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun ZOOé tentang perubahan atas Peraturan
Pgmgrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Hegale REpUS
Indonesia Nomor 4540); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005  tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia _Tahun 2005 Nomer 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005  tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



peraturan Menteri Dalam |

)
pengelolaan Keuangan Uaﬂra}; % Nomaor 13 Tahun 2006 tentang Pedomar

peraturan Daerah Kahy

paten yudye
Anggaran Pendapatan dap Ba;-lmdu’
paerah Kabupaten kydys Ta;\ an

: Nomor 24 Tahun 2006 tentang perubahan
’ 3 Daerah Kabypaten Kudus Tahun 2006 (Lembaran
U 2006 Nomor 24);

MEMUTUSKAN .

PERATURAN BUPAT]
BERSIFAT MENGIKATTEK[\TjANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG

KUDUS TAHUN 2007 BELANJA YANG RERSIFAT WAJIB KABUPATEN

Pasal 1

(1) Belanja ;
" terusjmg::rg bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara
dengan ju u|S dan  harus dialokasikan "oleh pemerintah daerah
Jumlah yang cukup  untuk keperluan setiap bulan dalam tahun

anggaran : .
jasa. yang - bersangkutan, seperti belanja pegawal, belanja barang dan

? g:ﬁgjsuhg:ng bersifat wajib adalah untuk terjaminnya kelangsungan
dan kesehatpeﬂdanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan
dengan k an dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sesua!

gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan
belénJa konpensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, uang representas,
tunjangan pinmpinan dan anggota DPRD, gaji kepala daerah dan wak kepaa
daerah, upah/honor pegawai harian daerah serta pengahasilan penerimaan
lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan seglal
dengan ketentuan perundangan-undangan.

(2) Bf%lanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1)
digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
mélaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

(3) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa
kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan,
sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa. perlengkapan dan peralatan kantor,
makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian
khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas
dan pemulangan pegawai.

(4) Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan
akhir tahun 2006 belum terselesaikan dan membayar hutang bank.

Pasal 3

(1) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 adalah
untuk  pengeluaran kas paling tinggi sebesar satu per duabelas angka
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006 setelah perubahan
untuk membiayai keperluan setiap bulan.




DAERAH

(2) pengeluaran kas untuk m
pengeluaran kas paling

Daerah tahun 2006 setelah

peraturan  Bupati ini berlaky
tentang Anggaran Pendapatan

peraturan Bupati ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan

i ati
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupall

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR

~KUDUS »—~

Pasal 4

Pasal 5

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.02.10
10:42:59 +07'00'

elaksanakan kewajiban ke
tinggt sama dengan Anggaran Pen

perubahan,

sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah
dan Belanja Daerah tahun 2007:

Ditetapkan di Ku?dlis

}
s ____m’“g

pada pihak ketiga,
dapatan dan Belanja





{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

		2020-02-10T10:42:59+0700
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus




